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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 031/HK.03.1-
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ABSTRAK : Bahwa terjadi perubahan pada kedudukan atasan pejabat pengelola informasi dan 
dokumentasi, tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi, desk pelayanan 
informasi dan dokumentasi dalam struktur pejabat pengelola informasi dan 
dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 
006/HK.03.1-Kpt/36/KPU-Prov/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Banten. 

  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan 
Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov015/TAHUN 
2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Banten. 
 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Banten ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang–Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 28 
tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Komisi Informasi Nomor 
1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
1); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi 



Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian 
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 189); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KOMISI PEMILIHAN 
UMUM/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi 
dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-
Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana terlah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 
006/HK.03.1-Kpt/36/KPU-Prov/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Banten. 
 
Dalam Keputusan KPU Nomor NOMOR: 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021 diatur 

tentang :  

Menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. 

 

CATATAN :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2021. 
- Lampiran 6 halaman. 

 


